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Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-
hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu
ditampung, maka Pokja Pemilihan menuangkan ke
dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis,
gambar, dan/atau HPS, harus mendapatkan persetujuan
PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen
Pemilihan.

Apabila ketentuan baru atau perubahan penting
tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen
Pemilihan, maka ketentuan baru atau perubahan
tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku
adalah Dokumen Pemilihan awal.

Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir
waktu pemasukan penawaran, Pokja Pemilihan dapat
menetapkan ~ Adendum Dokumen Pemilihan,
berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi
substansi Dokumen Pemilihan.

Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

Pokja Pemilihan mengumumkan Adendum Dokumen
Pemilihan dengan cara mengunggah (upload) adendum
Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling lambat 3 (tiga)
hari kalender diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

Peserta dapat mengunduh (download) Adendum
Dokumen Pemilihan yang diunggah (upload) Pokja
Pemilihan pada SPSE (apabila ada).

Apabila pokja pemilihan akan menerbitkan adendum
Dokumen Tender yang mengakibatkan kebutuhan
penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen
Penawaran, Pokja Pemilihan memperpanjang batas
akhir penyampaian penawaran.

Perpanjangan batas akhir penyampaian penawaran
mempertimbangkan kecukupan waktu bagi peserta
untuk menyiapkan dokumen penawaran dengan batas
akhir pemasukan penawaran pada hari kerja dan jam
kerja.

C. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

15. Biaya dalam
Penyiapan
Dokumen

16. Bahasa
Dokumen

17. Dokumen
Penawaran

15.1.

15.2.

le.1.

16.2.

16.3.

17.1.

Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan
penyampaian penawaran dan kualifikasi.

Pokja Pemilihan tidak bertanggung jawab atas kerugian
apapun yang dialami oleh peserta.

Semua Dokumen Penawaran dan Kualifikasi harus
menggunakan Bahasa Indonesia.

Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen
Penawaran dan Kualifikasi dapat menggunakan Bahasa
Indonesia atau bahasa asing.

Dokumen penunjang yang berbahasa Inggris perlu
disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal
terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku
adalah penjelasan dalam yang berbahasa asing.

Dokumen Penawaran paling kurang terdiri atas:
a. Penawaran Administrasi;
b. Penawaran Teknis; dan
c. Penawaran Harga.
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Dokumen Penawaran meliputi:
a. Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:

1) Surat Penawaran (sebagaimana tercantum
dalam SPSE);

2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);

3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila
peserta berbentuk KSO);

. Dokumen Penawaran Teknis sesuai persyaratan

teknis yang ditetapkan terdiri atas:

1) Metode pelaksanaan pekerjaan untuk kualifikasi
usaha besar;

2) Daftar isian peralatan utama beserta:

(@) bukti kepemilikan peralatan yang berupa
milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invois,
kuitansi, bukti pembelian, surat perjanjian
jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya;

i. dalam hal STNK, BPKB bukan atas nama
badan usaha atau direktur badan usaha
peserta tender karena membeli barang
bekas pakai, maka bukti kepemilikan
berupa kuitansi pasar dari hasil
pembelian barang bekas pakai harus
dilampiri dengan surat perjanjian jual
beli dengan pemilik sebelumnya;

ii. ii. bukti kepemilikan sebagaimana butir
(i) di atas, harus ditandatangani oleh
kedua belah pihak (pihak penjual dan
pihak pembeli)

iii. dalam hal bukti pembelian berupa nota
pembelian, harus mencantumkan nomor
nota, tanggal dan lokasi toko pembelian,
ditandatangani oleh penerima dan
penjual atau pemilik toko beserta stempel
dari penjual barang atau pemilik toko;

(b) bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa
beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invois uang
muka, kuitansi uang muka, angsuran, atau bukti
sewa beli lainnya;

1) bukti kepemilikan utuk peralatan bukan
atas nama badan usaha atau perorangan
pemberi sewa (STNK atau BPKB), atau
pemberi sewa membeli barang bekas
pakai, harus melampirkan bukti berupa
kuitansi dan surat perjanjian jual beli
dengan pemilik sebelumnya;

i1) bukti kepemilikan peralatan berupa sewa
beli bukan atas nama badan usaha atau
perorangan pemberi sewa, maka harus
melampirkan kuitansi pembelian dan
surat perjanjian jual beli dengan pemilik
sebelumnya beserta surat perjanjian sewa
beli, invois uang muka, kuitansi uang
muka, angsuran, atau bukti sewa beli
lainnya atas nama pemilik sebelumnya.

() bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat
perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan/
penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa:

(1) bukti kepemilikan peralatan dari pemberi

sewa yaitu STNK, BPKB, invois, kuitansi,
bukti pembelian, surat perjanjian jual beli,
atau
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(2) bukti penguasaan peralatan pemberi sewa
dapat berupa:
i. surat pengalihan hak dari pemilik
peralatan ke pemberi sewa;

ii. surat kuasa dari pemilik peralatan ke
pemberi sewa;

iii. surat penyataan penguasaan alat ke
pemberi sewa; atau

iv. bukti pendukung lainnya yang
mencantumkan adanya pemberian
kuasa  peralatan dari  pemilik
peralatan ke pemberi sewa.

v. dalam hal Dbukti kepemilikan
peralatan dari pemberi sewa yaitu
STNK, BPKB, invois, kuitansi, bukti
pembelian, surat perjanjian jual beli
bukan atas nama badan usaha atau
perorangan atas nama pemberi sewa,
karena membeli barang bekas pakai,
maka harus melampirkan kutiansi
pembelian dan surat perjanjian jual
beli dengan pemilik sebelumnya;

vi. surat kuasa, surat pernyataan
penguasaan, atau bukti lain yang
mencantumkan adanya pemberian
kuasa  peralatan dari  pemilik
peralatan ke pemberi sewa, maka
bukti kepemilikan peralatan tersebut
harus atas nama pemilik peralatan,
dalam hal bukti kepemilikan bukan
atas nama pemilik peralatan, maka
maka harus melampirkan kutiansi
pembelian dan surat perjanjian jual
beli dengan pemilik sebelumnya;

Bukti peralatan milik sendiri/sewa beli/
sewa yang disampaikan oleh peserta
sebagaimana dimaksud pada butir (a), butir
(b), dan butir (c), tidak dilakukan klarifikasi
secara fisik

3). Daftar isian personel manajerial beserta daftar

riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja
dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
Daftar isian personel manajerial harus
dilampiri dengan daftar Riwayat pengalaman
kerja atau referensi kerja dari Pejabat
Penandatangan Kontrak atau Riwayat hidup
(CV) personel yang bersangkutan, meskipun
tanpa pengalaman atau dengan pengalaman O
(nol) tahun.

4) Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan
sesuai dengan LDP dengan mengacu pada
SSUK (apabila disyaratkan);

5) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) yang
terdiri atas:

d) Elemen SMKK; dan
e) Pakta Komitmen Keselamatan Konstruksi;

6) Dokumen lain yang disyaratkan (apabila ada).
c. Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
1) Penawaran harga, tercantum dalam Surat
Penawaran;
2) Daftar Kuantitas dan Harga;
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d. Dokumen lain:
1) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN (apabila

memenuhi syarat untuk diberikan preferensi
harga);

2) Daftar barang yang diimpor (apabila ada)

Pokja

Pemilihan menetapkan persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud pada ketentuan 17.2.b dalam

LDP dengan ketentuan:

a. Metode pelaksanaan pekerjaan utama disyaratkan
hanya untuk kualifikasi usaha besar, harus
memperhatikan:

D

2)

3)

Pekerjaan utama yang harus diuraikan metode
pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan
pekerjaan yang nilai bobot biayanya tertinggi
secara berurutan;

Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai
HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00
(lima puluh miliar rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah), pekerjaan utama yang ditetapkan paling
banyak 3 (tiga) pekerjaan utama secara
berurutan); dan

Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai
HPS paling sedikit diatas Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah), pekerjaan utama
yangditetapkan paling banyak 4 (empat)
pekerjaan utama).

b. Peralatan utama:

3)

4)

5)

Yang dimaksud dengan peralatan utama adalah
peralatan yang mendukung langsung dan sesuai
kebutuhan untuk melaksanakan pekerjaan
utama (major ifem), dan

Kepemilikan peralatan utama adalah milik
sendiri, sewa beli, dan/atau sewa kepada pihak
lain dengan perjanjian Sewa bersyarat (bukan
surat dukungan). AMP dan/atau Bafching FPlant
dapat disewa oleh lebih dari 1 (satu) Peserta
pada saat bersamaan.

Persyaratan peralatan utama harus

memperhatikan:

a. Jumlah jenis peralatan utama yang
disyaratkan:

(1) Untuk tender pekerjaan konstruksi
dengan nilai HPS paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah), disyaratkan paling banyak 6
(enam) jenis peralatan utama yang
dikompetisikan; dan

(2) Untuk tender pekerjaan konstruksi
dengan nilai HPS di atas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) disyaratkan paling banyak 10
(sepuluh) jenis peralatan utama yang
dikompetisikan.

b. Jumlah peralatan utama dari setiap jenis
yang disyaratkan:

(1) Untuk tender pekerjaan konstruksi
dengan nilai HPS paling banyak
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah), disyaratkan paling banyak 3
(tiga) unit peralatan utama; dan
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(2) Untuk tender pekerjaan konstruksi
dengan nilai HPS diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar
rupiah) disyaratkan paling banyak 3
(tiga) unit peralatan utama.

Personel manajerial:

D

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil personel

manajerial yang disyaratkan meliputi jabatan

Pelaksana dan Petugas Keselamatan Konstruksi /

Ahli K3 Konstruksi / Ahli Keselamatan

Konstruksi,

Untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah

dan besar personel manajerial yang disyaratkan

meliputi jabatan: Manajer Pelaksanaan/Proyek,

Manajer Teknik, Manajer Keuangan, dan Ahli

K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi;

Personel manajerial sebagaimana dimaksud

pada angka 1) dan angka 2) di atas hanya

disyaratkan 1 (satu) orang untuk masing-
masing jabatan, kecuali,

a) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan
nilai ~ HPS paling sedikit  diatas
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar
rupiah), manajer teknis disyaratkan paling
banyak 2 (dua) personel; dan

b) Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan
nilai ~ HPS paling sedikit  diatas
Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar
rupiah), manajer teknis disyaratkan paling
banyak 3 (tiga) personel,

Hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat

kompetensi kerja (SKA/SKT) untuk setiap

personel manajerial yang disyaratkan kecuali
untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan
sertifikat kompetensi kerja;

Untuk sertifikat Petugas Keselamatan Konstruksi

atau sertifikat / Ahli K3 Konstruksi / Ahli

Keselamatan Konstruksi, tidak boleh dibatasi

hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga

sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Persyaratan SKA/SKT diatur dengan ketentuan

sebagai berikut:

a) kualifikasi Usaha Kecil tidak mensyaratkan
SKA, kecuali SKA Ahli K3 Konstruksi/ Ahli
Keselamatan Konstruksi; dan

b) kualifikasi Usaha Menengah dan Usaha Besar
tidak mensyaratkan SKT;

Untuk pekerjaan yang memiliki tingkat risiko

keselamatan konstruksi kecil, sedang, dan besar

diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Risiko  keselamatan  konstruksi  kecil,
mensyaratkan Petugas Keselamatan
Konstruksi tanpa syarat pengalaman;

b) Risiko keselamatan konstruksi sedang,

mensyaratkan:
(1) Ahli Muda K3 Konstruksi/Ahli Muda
Keselamatan Konstruksi dengan

pengalaman 3 (tiga) tahun; atau
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(2) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Muda
Keselamatan Konstruksi tanpa syarat

pengalaman;
c) Risiko keselamatan  konstruksi  besar,
mensyaratkan:
(1) Ahli Madya K3 Konstruksi/Ahli Madya
Keselamatan Konstruksi dengan

pengalaman 3 (tiga) tahun; atau

(2) Ahli Utama K3 Konstruksi/Ahli Madya
Keselamatan Konstruksi tanpa syarat
pengalaman; dan

d) Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana
dimaksud pada huruf a), hurut'b), dan huruf c)
berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Persyaratan  pengalaman untuk personel

manajerial  selain  Petugas  Keselamatan

Konstruksi / Ahli K3 Konstruksi / Ahli

Keselamatan Konstruksi memperhatikan

ketentuan:

a) Untuk  tender  pekerjaan  konstruksi
kualifikasi usaha kecil dengan nilai HPS
sampai dengan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar
rupiah), pengalaman yang disyaratkan
paling lama 2 (dua) tahun.

b) Untuk tender  pekerjaan  konstruksi
kualifikasi usaha menengah dengan nilai HPS
paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima
puluh miliar rupiah), pengalaman yang
disyaratkan paling lama 4 (empat) tahun;

c¢) Untuk tender  pekerjaan  konstruksi
kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di
atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp100.000.000.000,00  (seratus  miliar
rupiah), pengalaman yang disyaratkan
paling lama 5 (Ilima)tahun;dan

d) Untuk tender  pekerjaan  konstruksi
kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS
paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah), pengalaman yang
disyaratkan paling lama 8 (delapan) tahun.

d. Daftar Isian Pekerjaan yang disubkontrakkan sesuai
dengan LDP dengan mengacu ketentuan pada SSUK
(apabila disyaratkan);

e. Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK):
Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan:

D

2)

Menetapkan 1 (satu) uraian pekerjaan dan 1
(satu) identifikasi bahaya; dan

Uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya
sebagaimana dimaksud pada angka 1
didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari
seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi
bahaya yang telah ditetapkan PPK dalam
rancangan konseptual sistem manajemen
keselamatan konstruksi.
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Peserta menginput nilai penawaran dan mengunggah
Daftar Kuantitas Harga dan Daftar Keluaran dan Harga
pada SPSE.

Peserta mencantumkan harga keluaran/oufput dan
harga total untuk setiap keluaran/oufput pekerjaan
dalam Daftar Keluaran dan Harga.

Biaya tidak langsung dan keuntungan serta biaya
langsung termasuk untuk penyelenggaraan biaya
pengawasan dan staf lapangan/tenaga ahli lapangan,
administrasi kantor lapangan, konstruksi dan fasilitas
sementara, transportasi, konsumsi, keamanan, kontrol
kualitas dan pengujian, tenaga kerja, praktik/magang,
serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang harus dibayar oleh penyedia untuk
pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini telah
diperhitungkan dalam total harga penawaran.
Komponen/lfem  pekerjaan penerapan SMKK
dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga dengan
besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.

Perkiraan biaya penerapan SMKK memuat paling
sedikit:

penyiapan RKK;

sosialisasi, promosi, dan pelatihan;

Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri;
asuransi dan perizinan,;

Personel Keselamatan Konstruksi;

fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
rambu-rambu yang diperlukan;

konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan
Konstruksi, dan

kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian
Risiko Keselamatan Konstruksi.

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 18.5
huruf c, huruf f, huruf g, dan huruf I merupakan barang
habis pakai.

Konsultasi dengan ahli terkait Keselamatan Konstruksi
sebagaimana dimaksud pada angka 18.5 huruf h tidak
diharuskan bagi Pekerjaan Konstruksi dengan Risiko
Keselamatan Konstruksi kecil.

S0 0 A0 T

e

Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk
mata uang Rupiah.

Pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dilakukan
sesuai dengan cara sebagaimana tercantum dalam LDP
dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak/
Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Masa berlaku penawaran sesuai dengan ketentuan
sebagaimana tercantum dalam SPSE
Apabila penetapan pemenang telah disampaikan dan
tidak ada sanggah/sanggah banding, tetapi DIPA/DPA
belum disahkan, Pokja Pemilihan meminta secara
tertulis kepada pemenang tender untuk
memperpanjang masa berlakunya penawaran dalam
jangka waktu tertentu dan diperhitungkan paling
kurang sampai perkiraan tanggal penandatanganan
kontrak.
Berkaitan dengan 20.2, maka pemenang tender dapat:
a. menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah
penawaran; atau
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b. menolak permintaan tersebut dan dapat
mengundurkan diri secara tertulis dengan tidak
dikenakan sanksi.

Peserta berkewajiban untuk mengisi data kualifikasi
melalui form isian elektronik data kualifikasi dalam
SPSE.

Jika Form Isian Elektronik Kualifikasi yang tersedia pada
SPSE  belum mengakomodir data kualifikasi yang
disyaratkan Pokja Pemilihan, maka data kualifikasi
tersebut  diunggah  (upload) pada fasilitas
pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE.

Peserta tidak perlu mengunggah hasil pemindaian

(scan) dokumen administrasi kualifikasi pada fasilitas

unggahan Dokumen Penawaran.
Dengan mengirimkan data kualifikasi melalui SPSE:

a. dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri, Data
Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian
kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan
disetujui.

b. dalam hal peserta pemilihan ber-KSO, data
Kualifikasi dan pernyataan yang menjadi bagian
kualifikasi dianggap telah ditandatangani dan
disetujui oleh pejabat yang menurut perjanjian
KSO berhak mewakili/ leadfirm KSO.

Pakta Integritas berisi pernyataan:

a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/
atau nepotisme;

b. akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika
mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi,
dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih,
transparan, dan profesional untuk memberikan
hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam
pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi
administratif, menerima sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Dengan mendaftar sebagai peserta tender melalui SPSE,

maka peserta tunggal/atas nama sendiri ataupun

peserta ber-KSO (leadfirm dan anggota KSO), telah
menyetujui dan menandatangani Pakta Integritas.

Dalam hal nilai HPS paling sedikit di atas
Rp10.000.000.000,00  (sepuluh  miliar  rupiah),
Jaminan Penawaran disampaikan sebagai bagian dari
dokumen administrasi.

Besaran nilai nominal, masa berlaku, dan pencairan

Jaminan Penawaran sebagaimana ketentuan jaminan

penawaran yang tercantum dalam LDP.

Ketentuan penyampaian Jaminan Penawaran sebagai

berikut:

a. Softcopy Jaminan Penawaran disampaikan sebagai
bagian dari dokumen administrasi;

b. Jaminan Penawaran dapat dikirim dalam bentuk
softcopy asli dari kamera/handphone (HP) atau scan
tanpa edit;

c. Jaminan penawaran disampaikan secara langsung
atau melalui pos/jasa pengiriman kepada Pokja
Pemilihan paling lambat sebelum batas akhir
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penyampaian penawaran yang dibuktikan dengan
bukti pengiriman.

d. Dalam hal Jaminan penawaran tidak diterima Pokja
Pemilihan sampai dengan batas wakiu  yang
ditentukan, maka penawaran dinyatakan gugur
apabila berdasarkan klarifikasi ke penerbit jaminan,
pencairan  jaminan  penawaran  memerlukan
jaminan penawaran yang asli. Segala risiko
keterlambatan dan kerusakan pengiriman Jaminan
penawaran menjadi risiko peserta.

Jaminan Penawaran yang diserahkan kepada Pokja

Pemilihan, memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Diterbitkan oleh:

1) Bank Umum;

2) Perusahaan Penjaminan;

3) Perusahaan Asuransi; atau

4) Lembaga khusus yang menjalankan usaha di
bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai
dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor
Indonesia;

b. Penerbit Jaminan Penawaran telah ditetapkan/
mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa
Keuangan (OJK).

D. PENYAMPAIAN DATA KUALIFIKASI DAN DOKUMEN PENAWARAN

24.

25.

Persiapan Data
Kualifikasi dan
Dokumen
Penawaran

Penyampaian
Data
Kualifikasi dan
Dokumen
Penawaran

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

25.1.

25.2.

25.3.

Dokumen Penawaran disampaikan oleh peserta terdiri
atas 1 (satu) Dokumen Penawaran yang telah disandi
kan/ dienkripsi danterdiri atas:

a. Penawaran administrasi;

b. Penawaran teknis; dan

c. Penawaran harga.

Dokumen Penawaran disandikan/dienkripsi dengan
sistem pengaman dokumen.

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran yang telah
disandikan/dienkripsi sesuai jadwal yang ditetapkan.
Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui form
isian elektronik Data Kualifikasi yang tersedia pada SPSE
bersamaan dengan penyampaian Dokumen Penawaran.

Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran kepada

Pokja Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana

tercantum dalam SPSE, dengan ketentuan peserta

mengunggah Dokumen Penawaran terenkripsi hanya
melalui SPSE sesuai jadwal yang ditetapkan.

Dokumen penawaran yang disampaikan melalui isian

kualifikasi atau fasilitas unggah data kualifikasi lainnya

tidak dapat dianggap sebagai dokumen penawaran.

Peserta menyampaikan Data Kualifikasi melalui SPSE

kepada Pokja Pemilihan sesuai jadwal yang telah

ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan:

a. Dalam hal peserta tunggal/atas nama sendiri,
disampaikan melalui isian elektronik kualifikasi
yang tersedia pada SPSE;

b. Dalam hal KSO, leadfirm KSO menyampaikan data
kualifikasi dengan dilengkapi formulir isian
kualifikasi seluruh anggota KSO-nya.
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25.5.

25.6.

25.7.

25.8.
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Peserta menyampaikan Data Kualifikasi kepada Pokja
Pemilihan, dengan jadwal sebagaimana yang telah
ditetapkan pada SPSE, dengan ketentuan:

a. Data Kualifikasi disampaikan melalui formulir isian
elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE;

b. Peserta dapat mengirimkan data kualifikasi secara
berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan
Dokumen Penawaran. Data kualifikasi yang
dikirimkan terakhir akan menggantikan data
kualifikasi yang telah terkirim sebelumnya;

c. Jika formulir isian elektronik kualifikasi yang
tersedia pada SPSE belum mengakomodir data
kualifikasi yang disyaratkan Pokja Pemilihan, maka
data kualifikasi tersebut diunggah (upload) oleh
yang mewakili/leadfirm KSO pada fasilitas
pengunggahan lain yang tersedia pada SPSE;

d. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara
elektronik, peserta telah menyetujui pernyataan
sebagai berikut:

1) badan usaha yang bersangkutan tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

2) badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;

3) perorangan yang bertindak untuk dan atas nama
badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi
pidana;

4) keikutsertaannya tidak menimbulkan
pertentangan kepentingan para pihak yang
terkait baik secara langsung maupun tidak
langsung;

5) data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika
dikemudian hari ditemukan bahwa data/
dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan maka perusahaan/penyediabersedia
dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar
hitam, gugatan secara perdata, dan/atau
pelaporan  secara pidana kepada pihak
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan
sebagai pegawai K/L/PD atau pimpinan dan
pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/PD
yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan
negara.

Dokumen Penawaran administrasi, teknis, dan harga

dienkripsi menggunakan sistem pengaman dokumen.

Peserta mengunggah (upload) Dokumen Penawaran

administrasi, teknis, dan harga yang telah terenkripsi

sesuai jadwal yang ditetapkan.

Peserta dapat mengunggah Dokumen Penawaran secara

berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan

Dokumen Penawaran. Dokumen Penawaran terakhir

akan menggantikan Dokumen Penawaran yang telah

terkirim sebelumnya.

Dengan mengirimkan dokumen penawaran secara

elektronik peserta telah menyatakan:

a. Melaksanakan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi

teknis yang disyaratkan; dan

b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu

pelaksanaan pekerjaan yang ditentukan dalam LDP.



26. Batas Akhir
Waktu
Pemasukan
Penawaran

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

25.13.

26.1.

26.2.

26.3.

26.4.

26.5.
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Surat Penawaran, Pakta Komitmen Keselamatan
Konstruksi, dan/atau Dokumen lain sebagai bagian dari
Dokumen Penawaran yang diunggah (upload)ke dalam
SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan
dianggap telah disetujui dan ditandatangani secara
elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau
kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat yang dibuktikan dengan dokumen autentik atau
pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah
yang berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama
atau pihak yang diberi kuasa oleh pemimpin atau
direktur perusahaan yang nama pemberi kuasanya
tercantum dalam akta pendirian/perubahan.

Peserta tidak perlu mengunggah (upload) hasil
pemindaian dokumen asli yang bertanda tangan basah
dan berstempel, kecuali surat lain yang memerlukan
tanda tangan basah dari pihak lain.

Peserta dapat mengunggah (upload) ulang Dokumen
Penawaranuntuk mengganti atau menimpa Dokumen
Penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir
pemasukan penawaran.

Peserta wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan
penggunaan sistem pengaman dokumen yang melekat
pada SPSE.

Untuk Peserta yang berbentuk KSO, pemasukan
penawaran dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk
mewakili KSO/ leadfirm KSO.

Penawaran harus disampaikan melalui SPSE sesuai

jadwal pada SPSE.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu

batas akhir pemasukan penawaran kecuali:

a. keadaan kahar;

b. terjadi gangguan teknis;

c. perubahan dokumen pemilihan yang
mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu
penyiapan Dokumen Penawaran; atau

d. tidak ada peserta yang memasukkan penawaran
sampai dengan batas akhir pemasukanpenawaran.

Dalam hal Pokja Pemilihan mengubah waktu batas

akhir =~ pemasukan  penawaran  maka  harus

menyampaikan / menginformasikan pada SPSE alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran

tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja

Pemilihan dapat memperpanjang batas akhir jadwal

pemasukan penawaran.

Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud

pada angka 26.4 dilakukan pada hari yang sama dengan

batas akhir pemasukan penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN DAN KUALIFIKASI

27. Pembukaan
Penawaran

27.1.

27.2.

27.3.

Jadwal pembukaan penawaran sebagaimana tercantum
dalam SPSE.

Pada tahap pembukaan penawaran, Pokja Pemilihan
mengunduh (download) dan melakukan dekripsi file
Dokumen Penawaran dengan menggunakan sistem
pengaman dokumen sesuai waktu yang telah ditetapkan.
Terhadap Dokumen Penawaran yang tidak dapat dibuka
(didekripsi), Pokja Pemilihan menyampaikan Dokumen
Penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat



28. Evaluasi
Dokumen
Penawaran

27.4.

27.5.

27.6.

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.
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keterangan bahwa Dokumen yang bersangkutan tidak
dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat
menyampaikan Dokumen Penawaran tersebut kepada
LKPP.

Berdasarkan keterangan dari LPSE, apabila Dokumen
Penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja
Pemilihan dapat menetapkan bahwa Dokumen
Penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai
penawaran dan peserta yang mengirimkan Dokumen
Penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan
penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja
Pemilihanakan melanjutkan proses atas penawaran yang
bersangkutan.

Dinyatakan sebagai penawaran yang masuk apabila
Dokumen Penawaran sebagaimana dimaksud pada IKP
17.1 terpenuhi. Surat pengunduran diri (misalnya) tidak
termasuk sebagai penawaran.

Apabila penawaran yang masuk hanya 1 (satu), maka
tender dilanjutkan dengan evaluasi administrasi, teknis,
dan kualifikasi serta apabila memenuhi persyaratan,
maka dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis
dan harga.

Evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem harga
terendah system gugur.
Pokja melakukan evaluasi Dokumen Penawaran
berdasarkan data yang diunggah (upload) dalam SPSE,
dikecualikan untuk evaluasi Jaminan Penawaran
dilakukan berdasarkan dokumen Jaminan penawaran
yang disampaikan.

Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi
aritmatik berdasarkan dokumen yang diunggah dengan
ketentuan:

a. Pada item/bagian Pekerjaan dengan Lumsum tidak

dilakukan koreksi aritmatik.

b. Pada item/bagian pekerjaan dengan Harga Satuan:

1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang
tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga
disesuaikan dengan yang tercantum dalam
Dokumen Tender;

2) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara
volume dengan harga satuan pekerjaan,
dilakukan pembetulan, dengan ketentuan
harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak
boleh diubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan
dianggap sudah termasuk dalam harga satuan
pekerjaan yang lain dan harga satuan pada
Daftar Kuantitas dan Harga tetap dibiarkan
kosong;

4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam
Daftar Kuantitas dan Harga disesuaikan dengan
jenis pekerjaan yang tercantum dalam
Dokumen Tender dan harga satuan pekerjaan
dimaksud dianggap nol.

Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai total harga
penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi
lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat
semula.

Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai
HPS dinyatakan gugur.
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Apabila semua harga penawaran setelah koreksi
aritmatik di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.
Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pokja Pemilihan
menyusun urutan dari penawaran terendah.

Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3

(tiga) penawar yang menawar di bawah darinilai HPS

maka proses tender tetap dilanjutkan dengan melakukan

evaluasi penawaran.

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi penawaran yang

meliputi:

a. evaluasi administrasi;

b. evaluasi teknis; dan

c. evaluasi harga.

Ketentuan umum dalam melakukan evaluasisebagai

berikut:

a. Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi,
mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan
persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan ini;

b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang
menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah isi Dokumen Penawaran;

c. Penawaran yang memenuhi syarat adalah
penawaran yang sesuai dengan ketentuan, syarat-
syarat, dan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan ini, tanpa ada penyimpangan
yang bersifat penting/pokok atau penawaran
bersyarat;

d. Penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau
penawaran bersyarat adalah:

1) PenyimpanganDokumen  Penawaran  dari
Dokumen Pemilihan  yang mempengaruhi
lingkup, kualitas atau hasil/kinerja pekerjaan;
dan/atau

2) Penawaran dari peserta dengan persyaratan
tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat
yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak
sehat dan/atau tidak adil.

e. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran
dengan alasan:

1) Peserta tidak aktif/tidak membuka SPSE
dan/atau tidak bertanya pada saat pemberian
penjelasan;

2) Kesalahan yang tidak substansial, berupa
kesalahan-kesalahan yang tidak mempengaruhi
hasil evaluasi;

3) Dokumen metode pelaksanaan peserta tidak
menjelaskan peralatan utama,namun peralatan
utama yang ditawarkan oleh peserta sesuai
dengan persyaratan peralatan dalam LDP;
dan/atau

4) Metode pelaksanaan peserta tidak
mencantumkan spesifikasi/ volume pekerjaan,
kecuali terdapat ketidaksesuaian terhadap
penggunaan peralatan atau spesifikasi/volume
pekerjaan.

f. Para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan
intervensi kepada Pokja Pemilihan selama proses
evaluasi;

. Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya
persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi
pengaturan bersama (indikasi kolusi/
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persekongkolan) antara peserta, Pokja Pemilihan,

UKPBJ, PPK dan/atau pihak lain yang terlibat, dengan

tujuan untuk memenangkan salah satu peserta,

maka:

1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang
dan peserta lain yang terlibat dikenakan sanksi
Daftar Hitam;

2) anggota Pokja Pemilihan, PPK dan/atau pihak
lain yang terlibat persekongkolan dikenakan
sanksisesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan
menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat
(apabila ada); dan

4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana
dimaksud pada angka 3), maka tender
dinyatakan gagal.

h. Indikasi persekongkolan antar peserta memenuhi
sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawabh ini:
1) kesamaan dalam Dokumen Penawaran, antara

lain pada metode kerja, bahan, alat, analisa
pendekatan teknis, koefisien, harga satuan dasar
upah, bahan dan alat, harga satuan pekerjaan,
dan/atau dukungan teknis;

2) para peserta yang terindikasi persekongkolan
memasukkan = penawaran  dengan  nilai
penawaran mendekati HPS dan/atau hampir
sama;

3) adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang
/ Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;

4) adanya kesamaan/kesalahan isi Dokumen
Penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan
pengetikan, susunan, dan format penulisan; dan
/ atau

5) jaminan penawaran diterbitkan dari penerbit
penjaminan yang sama dan nomornya berurutan.

28.11. Evaluasi Administrasi:
a. evaluasi  administrasi  meliputi  pemeriksaan
kelengkapan dokumen penawaran.
b. penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila:

1) syarat-syarat  substansial yang  diminta
berdasarkan Dokumen Pemilihan terpenuhi,
yaitu dengan dilampirkannya:

a) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan);

b) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (apabila
ber-KSO);

¢) Dokumen Penawaran Teknis;

d) Dokumen Penawaran Harga.

2) Jaminan Penawaran (apabila disyaratkan)
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Diterbitkan  oleh  penerbit  jaminan
penawaran sesuai ketentuan pada IKP 23.4.
b) Masa berlaku tidak kurang dari waktu
sebagaimana tercantum dalam LDP;
c) Masa berlaku dicantumkan dalam angka dan
huruf, dengan ketentuan:
(1) apabila ada perbedaan penulisan antara
angka dan huruf maka masa berlaku
yang diakui adalah tulisan huruf;
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(2) apabila yang tertulis dalam angka jelas
sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak
bermakna/salah, maka yang diakui
adalah masa berlaku yang tertulis dalam
angka; atau

(3) apabila yang tertulis dalam angka dan
dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna
/ salah, maka dinyatakan gugur.

d) Nama yang tercantum dalam surat Jaminan
Penawaran sama dengan nama peserta;

e) Besaran nilai Jaminan Penawaran tidak
kurang dari nilai nominal sebagaimana yang
tercantum dalam LDP;

f) Besaran  nilai  Jaminan  Penawaran
dicantumkan dalam angka dan huruf,
dengan ketentuan:

(1) apabila ada perbedaan penulisan antara
angka dan huruf maka nilai yang diakui
adalah tulisan huruf;

(2) apabila yang tertulis dalam angka jelas
sedangkan dalam huruf tidak jelas/tidak
bermakna/salah, maka yang diakui
adalah nilai yang tertulis dalam angka;
atau

(3) apabila yang tertulis dalam angka dan
dalam huruf tidak jelas/tidak bermakna
/ salah, maka penawaran dinyatakan
gugur.

2) Nama Pokja Pemilihan yang menerima
Jaminan Penawaran sama dengan nama
Pokja Pemilihan yang mengadakan Tender;

h) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan
paket pekerjaan yang ditenderkan;

i) Jaminan Penawaran harus dapat dicairkan
tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai
Jaminan dalam waktu paling lambat 14
(empat belas) hari kerja, setelah surat
pernyataan wanprestasi dari Pokja Pemilihan
diterima oleh Penerbit Jaminan,;

j) Jaminan Penawaran atas nama KSO harus
ditulis atas nama KSO; dan

k) Substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan
Penawaran  telah  dikonfirmasi  dan
diklarifikasi secara tertulis oleh Pokja
Pemilihan kepada penerbit jaminan apabila
kurang jelas dan meragukan.

3) Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi memenuhi

persyaratan sesuai ketentuan IKP 3.4.

. Pokja Pemilihan dapat melakukan klarifikasi/
konfirmasi secara tertulis terhadap hal-hal yang
kurang jelas dan meragukan namun tidak boleh
mengubah substansi;

. Evaluasi administrasi menghasilkan dua
kesimpulan, yaitu memenuhi syarat administrasi
atau tidak memenuhi syarat administrasi,

. Peserta yang memenuhi persyaratan administrasi
dilanjutkan dengan evaluasi teknis;

. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah ada yang
tidak memenuhi persyaratan administrasi maka
Pokja Pemilihan melakukan evaluasi administrasi
terhadap penawar terendah berikutnya (apabila
ada);
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<. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi
tetap dilanjutkan dengan evaluasi teknis; dan

h. Apabila tidak ada peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, maka tender dinyatakan
gagal.

28.12. Evaluasi Teknis:

a. Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi,

b. Evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur
dengan ketentuan:

D

2)

Pokja Pemilihan menilai persyaratan teknis

minimal yang harus dipenuhi dengan

membandingkan pemenuhan persyaratan teknis
sebagaimana tercantum dalam LDP;

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan

teknis sebagaimana tercantum dalam LDP

apabila:

a) Metode pelaksanaan pekerjaan (disyaratkan
hanya untuk kualifikasi usaha besar)
memenuhi persyaratan substantif yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan
diyakini  menggambarkan  penguasaan
dalam menyelesaikan pekerjaan utama
sesuai yang disyaratkan dalam LDP,
meliputi:

(1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal
sampai akhir secara garis besar dan
uraian/cara kerja dari masing-masing
jenis pekerjaan utama;

(2) Kesesuaian antara metode kerja dengan
peralatan utama yang ditawarkan/
diperlukan dalam pelaksanaan
pekerjaan;

(3) Kesesuaian antara metode kerja dengan
spesifikasi/volume  pekerjaan  yang
disyaratkan.

Penilaian metode pelaksanaan tidak
mengevaluasi jobmix/rincian/ campuran/
komposisi material dari jenis pekerjaan.

b) Peralatan utama yang ditawarkan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan
ketentuan:

(1) Evaluasi terhadap peralatan utama
yang bersumber dari:

(a) Milik sendiri, dilakukan terhadap
bukti kepemilikan peralatan;

(b) Sewa Beli, dilakukan terhadap
bukti pembayaran Sewa Beli;

(©) Untuk peralatan sewa, selain
menyampaikan surat perjanjian
sewa harus disertai dengan bukti
kepemilikan/penguasaan terhadap
peralatan dari pemberi sewa.

(2) Evaluasi bukti peralatan utama
dilakukan dengan ketentuan:

(a) Dalam hal peserta menyampaikan
bukti kepemilikan peralatan yang
berupa milik/sewa beli bukan atas
nama peserta tender, buktitersebut
tidak menjadi hal yang menggugur
kan pada saat evaluasi;
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(3)

(b) Dalam hal peserta menyampaikan
bukti kepemilikan peralatan yang
berupa sewa bukan atas nama
pemberi sewa, bukti tersebut tidak
menjadi hal yang menggugurkan
pada saat evaluasi,

(c) Bukti peralatan milik sendiri/sewa
beli/ sewa yang disampaikan oleh
peserta tidak dilakukan klarifikasi
secara fisik.

Pencantuman merek, tipe, dan lokasi

peralatan dalam daftar isian peralatan

tidak menggugurkan;

(4) Jenis, kapasitas, dan jumlah yang
disediakan untuk pelaksanaan
pekerjaan  sesuai  dengan  yang
disyaratkan.

(5)

(6)

(7)

3)

Dalam hal jenis, kapasitas, komposisi
dan jumlah peralatan minimal yang
ditawarkan berbeda dengan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan,
maka Pokja Pemilihan akan
membandingkan produktivitas alat

tersebut berdasarkan metode
pelaksanaan pekerjaan yang
ditetapkan.

Apabila perbedaan peralatan

menyebabkan metode tidak dapat
dilaksanakan atau produktivitas yang
diinginkan tidak tercapai sesuai
dengan target serta waktu yang
dibutuhkan, maka dinyatakan tidak
memenuhi persyaratan dan dapat
digugurkan pada tahap evaluasi teknis.
Apabila ada hal-hal yang meragukan
dan kurang jelas, Pokja dapat
melakukan Kklarifikasi kepada pemilik
peralatan/pemilik  peralatan  sewa
terhadap bukti-bukti yang disampai
kan peserta.

Klarifikasi hanya dilakukan terhadap
bukti-bukti kepemilikan peralatan,
tidak terhadap fisik peralatan.

¢) Personel manajerial yang ditawarkan sesuai
dengan yang ditetapkan dalam LDP, dengan
ketentuan:

(1

(2)

(3

Dalam hal peserta menawarkan
Personel Manajerial atau Ahli K3
Konstruksi / Ahli  Keselamatan
Konstruksi dengan pengalaman lebih
dari yang disyaratkan, maka tidak

digugurkan.
Dalam hal disyaratkan jabatan petugas
keselamatan konstruksi untuk

pekerjaan yang memiliki tingkat risiko
kecil, peserta dapat menawarkan
personel dengan jabatan Ahli K3
Konstruksi / Ahli  Keselamatan
Konstruksi.

Kompetensi  personel = manajerial
meliputi lama pengalaman bekerja.
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4)

(5)

(6)

(7)

(€))

9

Pengalaman kerja dihitung
berdasarkan daftar riwayat
pengalaman kerja atau referensi kerja
dari pemberi pekerjaan.

Pengalaman yang disampaikan tanpa
melampirkan daftar riwayat
pengalaman kerja atau referensi maka
tidak  dapat  dihitung  sebagai
pengalaman.

Pengalaman kerja dihitung per tahun
tanpa memperhatikan lamanya
pelaksanaan  konstruksi  (dihitung
berdasarkan Tahun Anggaran).
Pengalaman kerja yang dinilai adalah
pengalaman kerja setelah personel
lulus pendidikan minimal sesuai
persyaratan untuk memperoleh SKA/
SKT sesuai yang disyaratkan dalam
LDP.

Penilaian Pengalaman Manajer
Pelaksana / Proyek dan Manajer
Teknis serta pelaksana dilakukan
terhadap pengalaman dalam
melaksanakan pekerjaan konstruksi.
Penilaian pengalaman Petugas
Keselamatan  Konstruksi/Ahli K3
Konstruksi / Ahli  Keselamatan
Konstruksi dilakukan terhadap
pengalaman  keterampilan/keahlian
K3 dalam melaksanakan pekerjaan
konstruksi.

(10) Penilaian pengalaman manajer

keuangan dilakukan terhadap
pengalaman mengelola keuangan.

(11)Perhitungan pengalaman personel

manajerial ditentukan berdasarkan:

(a) Daftar riwayat pengalaman kerja;
atau

(b) Referensi  kerja dari Pemberi
Pekerjaan.

d) Evaluasi pekerjaan yang disubkontrakkan
dilakukan dengan ketentuan:

(D

(2)

(3)

Memeriksa kesesuaian pekerjaan yang
disubkontrakkan baik untuk pekerjaan
utama maupun pekerjaan yang bukan
pekerjaan utama;

Peserta dinyatakan memenuhi unsure
pekerjaan  yang  disubkontrakkan
apabila Daftar Isian Pekerjaan yang
Disubkontrakkan yang disampaikan
sesuai dengan jumlah dan jenis
pekerjaan yang dipersyaratkan dalam
SSKK;

Dalam hal tender pekerjaan konstruksi
yang diperuntukkan bagi percepatan
pembangunan kesejahteraan di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat dengan
nilai pagu anggaran paling banyak Rp
25.000.000.000,00 (duapuluh lima
miliar  rupiah) Pokja Pemilihan
memeriksa bukti identitas dari sub
kontraktor yang di disampaikan dalam
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Daftar Isian Pekerjaan yang Disub
kontrakkan; dan

(4) Dalam hal tender pekerjaan konstruksi

yang diperuntukkan bagi percepatan
pembangunan kesejahteraan di Provinsi
Papua dan Provinsi Papua Barat dengan
nilai pagu anggaran paling sedikit di
atas Rp 25.000.000.000,00 (duapuluh
lima miliar rupiah), selain memenuhi
ketentuan sebagaimana angka (2), Pokja
Pemilihan memeriksa bukti identitas
dari subkontraktor yang di disampaikan
dalam Daftar Isian Pekerjaan yang
Disubkontrakkan.

e) Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)
memenuhi persyaratan sebagaimana
tercantum dalam LDP, yang memuat:

(1) Elemen SMKK, meliputi:

(a) Kepemimpinan dan  Partisipasi
pekerja dalam keselamatan
konstruksi;

(b) Perencanaan Keselamatan
Konstruksi:

i. Uraian pekerjaan;
ii. manajemen risiko dan rencana
tindakan meliputi:

i) penjelasan manajemen
risiko meliputi
mengidentifikasi  bahaya,
menilai tingkat risiko, dan
mengendalikan risiko;

ii) penjelasan rencana
Tindakan meliputi sasaran
khusus  dan  program
khusus;

(c) Dukungan Keselamatan Konstruksi;

(d) Operasi Keselamatan Konstruksi,

(e) Evaluasi  Kinerja  Keselamatan
Konstruksi.

(2) Pakta komitmen yang ditandatangani
oleh pimpinan tertinggi perusahaan
penyedia jasa.

Evaluasi dokumen RKK dilakukan dengan

ketentuan:

(1) Peserta dinyatakan memenuhi elemen
Kepemimpinan dan Partisipasi pekerja
dalam keselamatan konstruksi apabila
menyampaikan  Pakta  Komitmen

Keselamatan Konstruksi yang

memenuhi ketentuan:

(@) mencantumkan 7 (tujuh)
pernyataan Komitmen

Keselamatan Konstruksi; dan

(b) nama paket pekerjaan sesuai
dengan nama paket pekerjaan
yang ditenderkan;

(2) Peserta dinyatakan memenuhi elemen
Perencanaan Keselamatan Konstruksi
apabila menyampaikan tabel B.1
Identifikasi bahaya,Penilaian risiko,
Pengendalian dan Peluang, serta tabel
B.2 Rencana tindakan (sasaran khusus
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& program khusus) yang memenuhi

ketentuan:

(@) Kolom wuraian pekerjaan dan
identifikasi bahaya diisi sesuai
yang disyaratkan dalam LDP;

(b) Kolom lain telah diisi kecuali
kolom keterangan tidak wajib diisi
(isian tidak dievaluasi);

(3) Peserta dinyatakan memenuhi elemen
dukungan keselamatan konstruksi
apabila menyampaikan penjelasan
salah satu sub elemen dari elemen
dukungan keselamatan konstruksi
(isian  tidak  dievaluasi) atau
menyampaikan tabel Jadwal Program
Komunikasi yang telah diisi (isian tidak
dievaluasi);

(4) Peserta dinyatakan memenuhi elemen
Operasi  Keselamatan  Konstruksi
apabila menyampaikan penjelasan
salah satu sub elemendari elemen
Operasi Keselamatan Konstruksi (isian
tidak dievaluasi)atau tabel Analisis
Keselamatan Pekerjaan (Job Safety
Analysis) yangtelah diisi (isian tidak
dievaluasi); dan

(5) Peserta dinyatakan memenuhi elemen
Evaluasi Kinerja Keselamatan
Konstruksi apabila menyampaikan
penjelasan salah satu sub elemen
Evaluasi Kinerja Keselamatan
Konstruksi (isian tidak dievaluasi)atau
tabel Jadwal Inspeksi dan Audit yang
telah diisi (isian tidakdievaluasi).

(6) Pakta komitmen yang belum ditanda
tangani oleh pimpinan tertinggi
perusahaan  penyedia jasa tidak
menggugurkan.

(7) Pakta komitmen yang ditandatangani
oleh pimpinan tertinggi perusahaan
penyedia jasa sebagaimana dimaksud
huruf e) angka (2) ditunjukkan dalam
Rapat Persiapan Penandatanganan
Kontrak dan diserahkan kepada
Pejabat Penandatangan Kontrak.

f) Dokumen lain yang disyaratkan (harus
dengan persetujuan pejabat pimpinan
tinggi madya untuk K/L atau pejabat
pimpinan tinggi pratama untuk PD)
sebagaimana tercantum dalam LDP, dengan
ketentuan:

(1) Kriteria evaluasi diuraikan secara rinci
dan terukur;

(2) Persyaratan harus mempertimbangkan
persaingan usaha yang sehat dan jangka
waktu pemenuhan persyaratan.

c. Dalam hal terdapat penambahan persyaratan sesuai
dengan IKP 29.12 huruf f) yang melingkupi
material/ barang/ bahan, Pokja Pemilihan dapat
melakukan klarifikasi, khususnya kepada pabrikan/
produsen/ agen/ distributor material/ barang/
bahan untuk menjamin konsistensi jenis material/
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barang/bahan serta kemampuan untuk
menyediakan material sesuai jadwal yang telah
ditetapkan;

d. Apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang
tidak jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan
melakukan Klarifikasi dengan peserta/pihak lain
yang berwenang. Dalam klarifikasi, peserta tidak
diperkenankan mengubah substansi penawaran;

e. Dalam hal klarifikasi dilakukan kepada peserta,

peserta yang tidak hadir atau tidak memberikan

tanggapan atas permintaan klarifkasi, maka nilai
penawaran teknis sama dengan O (nol).

Hasil klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;

g. Peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis
dilanjutkan dengan evaluasi harga;

h. Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah
koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi
teknis maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi
terhadap penawar terendah berikutnya (apabila
ada) dimulai dari evaluasi administrasi;

i. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang
lulus evaluasi teknis, maka evaluasi tetap
dilanjutkan dengan evaluasi harga;

j. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis
maka tender dinyatakan gagal; dan

k. Pokja Pemilihan memasukkan hasil evaluasi teknis
pada SPSE, termasuk alasan ketidaklulusan peserta
dalam evaluasi teknis.

28.13. Evaluasi Harga:

a. unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal
yang pokok atau penting, dengan ketentuan:

1) Total harga penawaran terkoreksi dibanding kan
dengan nilai HPS:

a) apabila total harga penawaran terkoreksi
melebihi nilai HPS, dinyatakan gugur; dan

b) apabila semua harga penawaran terkoreksi
di atas nilai HPS, tender dinyatakan gagal.

2) Dalam hal bagian pekerjaan harga satuan maka
harga satuan penawaran yang nilainya lebih
besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari
harga satuan yang tercantum dalam HPS,
dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:

a) apabila setelah dilakukan klarifikasi,
ternyata harga satuan tersebut dapat
dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan
harga pasar maka harga satuan tersebut
dinyatakan tidak timpang;

b) apabila setelah dilakukan Klarifikasi,
ternyata harga satuan tersebut dinyatakan
timpang maka harga satuan timpang hanya
berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar
Kuantitas dan Harga;

c¢) Pokja Pemilihan menyampaikan daftar
harga satuan yang dinyatakan timpang
kepada PPK dalam bentuk berita acara
klarifikasi harga timpang.

3) Apabila terdapat mata pembayaran yang
harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan
klarifikasi, kegiatan tersebut harus tetap
dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk
dalam harga pekerjaan lainnya.

—
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Khusus untuk mata pembayaran perkiraan biaya
penerapan system manajemen Keselamatan
Konstruksi, apabila peserta tidak menyampaikan
atau nilai perkiraan biaya penerapan system
manajemen Keselamatan Konstruksi sebesar Rp
0,~ (nol rupiah) maka dinyatakan gugur.
Peserta yang tidak menyampaikan rincian
komponen biaya penerapan SMKK secara
lengkap tidak digugurkan; dan

Peserta yang memenangkan tender dan tidak
menyampaikan  rincian  komponen  biaya
penerapan SMKK secara lengkap, maka pada
saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan
semua komponen biaya penerapan SMKK.

b. Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan
ketentuan sebagai berikut:

D

2)

3)

Klarifikasi terhadap hasil koreksi aritmatik,
apabila ada koreksi/ perubahan;

Klarifikasi dalam hal penawaran Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) berbeda
dibandingkan dengan perkiraan Pokja Pemilihan
(apabila mensyaratkan TKDN);
Klarifikasi/evaluasi kewajaran harga apabila
harga penawaran dibawah nilai nominal 80%
(delapan puluh persen) HPS dengan ketentuan:
a) Untukbagianpekerjaanlumsum:

i. Peserta menyampaikan Rincian
Keluaran dan Harga dan Dbukti
pendukung;

ii. Rincian Keluaran dan Harga dan bukti
pendukung hanya digunakan untuk
evaluasi kewajaran harga penawaran
dan tidak dapat digunakan sebagai
dasar pengukuran dan pembayaran
pekerjaan;

iii. Pokja melakukan klarifikasi terhadap
rincian keluaran dan harga dan bukti
pendukung yang disampaikan peserta
dengan meneliti dan menilai kewajaran
harga satuan keluaran pekerjaan
berdasarkan harga satuan keluaran
pekerjaan kontrak sejenis sekurang-
kurangnya  pada  setiap  mata
pembayaran utama;

iv. Hasil penelitian digunakan untuk
menghitung kewajaran harga tanpa
memperhitungkan keuntungan yang
ditawarkan; dan

v. Harga dalam rincian keluaran
pekerjaan yang dinilai wajar dan dapat
dipertanggungjawabkan  digunakan
untuk  menghitung total harga
penawaran,

b) Untuk bagian harga satuan:

i.  Peserta menyampaikan Analisa Harga
Satuan Pekerjaan dan bukti
pendukung;

ii. Rincian Analisa Harga  Satuan
Pekerjaan dan bukti pendukung hanya
digunakan untuk evaluasi kewajaran
harga penawaran dan tidak dapat
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digunakan sebagai dasar pengukuran
dan pembayaran pekerjaan;

iii.  Pokja melakukan Kklarifikasi terhadap
Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan
bukti pendukung yang disampaikan
peserta dengan meneliti dan menilai
kewajaran kuantitas/koefisien, harga
satuan dasar meliputi harga upah,
bahan, dan peralatan dari harga satuan
penawaran sekurang-kurang nya pada
setiap mata pembayaran utama;

iv.  Hasil penelitian digunakan untuk
menghitung kewajaran harga tanpa
memperhitungkan keuntungan yang
ditawarkan; dan

v.  Harga dalam Analisa Harga Satuan dan
bukti harga satuan dasar yang dinilai
wajar dan dapat dipertanggung
jawabkan digunakan untuk
menghitung total harga penawaran;

¢) Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak
memberikan tanggapan atas permintaan
klarifikasi/evaluasi kewajaran harga, maka
peserta dinyatakan gugur;

d) Tahapan evaluasi kewajaran  harga
dilakukan sebagaimana diatur dalam Bab
XIII Petunjuk Evaluasi Kewajaran Harga;

e) Apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai
pemenang tender, harus bersedia untuk
menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi
5% (lima persen) dari nilai HPS; dan

f) Apabila peserta yang bersangkutan tidak
bersedia  menaikkan  nilai  Jaminan
Pelaksanaan menjadi sebesar 5% (lima
persen) HPS, penawarannya digugurkan
serta dikenakan sanksi Daftar Hitam.

¢. Memperhitungkan preferensi harga  atas
penggunaan produksi dalam negeri (apabila
memenuhi persyaratan diberlakukannya preferensi
harga) dengan ketentuan:

D

2)

3)

4)

5)

Nilai TKDN Komponen Barang berdasarkan
daftar inventaris barang/jasa produksi dalam
negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang perindustrian;

Preferensi Harga diberikan pada tiap
kompomem barang yang memiliki nolai total
paling sedikitdi atas Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah);

Preferensi Harga diberikan terhadap Barang
yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua
puluh lima persen). Nilai preferensi yang
diberikan paling tinggi 25% (duapuluh lima
persen).

Apabila peserta tidak menyampaikan Formulir
Penyampaian TKDN maka peserta dianggap
tidak menginginkan diberlakukan preferensi
harga bagi penawarannya dan tidak
menggugurkan.

Rumus penghitungan harga evaluasi akhir
untuk tiap komponen barang dengan rumus
sebagai berikut:
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HEAkomponen barang = (1-KP)xHP

HEAkomponenbarang = Harga Evaluasi Akhir tiap
komponen barang.

KP = TKDN x Preferensi Tertinggi.

HP = Harga Penawaran.

6) Pemberian Preferensi Harga tidak mengubah
Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh
Pokja Pemilihan untuk keperluan perhitungan
HEA komponen barang.

7) Perhitungan HEA komponen barangdalam total
penawaran digunakan untuk menetapkan
peringkat pemenang.

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak
wajar akibat terjadinya persaingan usaha tidak sehat
dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan) sebagaimana ketentuan
peraturan dan perundang-undangan, maka tender
dinyatakan gagal dan peserta yang terlibat
dikenakan sanksi Daftar Hitam;

Apabila dalam evaluasi harga terdapat hal-hal yang
kurang jelas atau meragukan, Pokja Pemilihan
dapat melakukan klarifikasi dengan peserta. Dalam
klarifikasi, peserta tidak diperkenankan mengubah
substansi penawaran. Hasil verifikasi lapangan dan
/atau klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
Apabila dalam evaluasi kewajaran harga (apabila
ada) dalam hal klarifikasi, peserta tidak hadir dan/
atau tidak bersedia dilakukan klarifikasi sehingga
tahapan-tahapan Evaluasi Kewajaran Harga tidak
dapat dilaksanakanatau harga dinyatakan tidak
wajar, maka peserta dinyatakan gugur;

Undangan klarifikasi evaluasi kewajaran harga
(apabila ada) disampaikan tertulis secara elektronik
dan/atau non elektronik kepada data kontak peserta
yang terdapat pada daftar isian kualifikasi;

Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat
mengakses data kontak (misal akun email atau
nomor telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi,
tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun
dari sisi peserta, maka risiko sepenuhnya ada pada
peserta;

Apabila dari 3 (tiga) penawaran terendah setelah
koreksi aritmatik ada yang tidak memenuhi evaluasi
harga maka Pokja Pemilihan melakukan evaluasi
terhadap penawar terendah berikutnya (apabila
ada) dimulai dari evaluasi administrasi;

Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang
lulus evaluasi harga, maka evaluasi dilanjutkan
dengan evaluasi kualifikasi; dan

Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi harga
maka tender dinyatakan gagal.

28.14. Pokja Pemilihan menyusun urutan 3 (tiga) penawaran
sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan
1 dan 2 (apabila ada).

29.1.

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kualifikasi terhadap
dokumen kualifikasi yang disampaikan (diunggah) oleh
peserta melalui form elektronik isian kualifikasi dalam
SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi lainnya.
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29.3.

29.4.

29.5.
29.6.

29.7.

29.8.

29.9.

29.10.

29.11.

29.12.
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Data kualifikasi pada form elektronik isian kualifikasi

dalam SPSE atau pada fasilitas upload data kualifikasi

lainnya merupakan bagian yang saling melengkapi.

Dalam hal dijumpai perbedaan mengenai isian data

kualifikasi dengan data yang diunggah (upload), maka

data yang digunakan adalah data yang sesuai

persyaratan kualifikasi.

Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan bersamaan dengan

tahapan Evaluasi Penawaran.

Evaluasi kualifikasi menggunakan sistem gugur.

Tata cara evaluasi kualifikasi dilakukan sesuai dengan

Bab VIII Tata Cara Evaluasi Kualifikasi.

Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang

jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun

tidak boleh mengubah substansi formulir isian

kualifikasi.

Dalam hal peserta tidak hadir atau tidak memberikan

tanggapan  atas  permintaan  Kklarifikasi, maka

menggugurkan penawaran.

Hasil Kklarifikasi/konfirmasi dapat menggugurkan

peserta.

Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah

merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang

tidak dapat dilengkapi setelah batas akhir pemasukan

dokumen.

Selain ketentuan di atas, Peserta dinyatakan lulus

kualifikasi apabila memenuhi persyaratan kualifikasi

yang ditetapkan.

Pokja Pemilihan menetapkan persyaratan kualifikasi

sebagaimana dimaksud pada ketentuan 29.11 dalam

LDK yang terdiri atas:

a. Persyaratan kepemilikan perizinan berusaha di
bidang Jasa Konstruksi;

b. Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha

(SBU), dengan ketentuan:

1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil
mensyaratkan paling banyak 1 (satu) SBU;

2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah
atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 (dua)
SBU.

c. Persyaratan Kemampuan Dasar, bagi Kualifikasi

Usaha Menengah dan Besar, dengan ketentuan:

1) Pengalaman pekerjaan yang digunakan adalah
pengalaman dalam kurun waktu 15(lima belas)
tahun terakhir;

2) untuk kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman
pekerjaan sesuai sub bidang klasifikasi/ layanan
SBU yang disyaratkan;

3) untuk kualifikasi Usaha Besar, pengalaman
pekerjaan pada sub bidang klasifikasi/layanan
dan lingkup pekerjaan SBU yang disyaratkan;

4) Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:

a) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha
Menengah, pengalaman pekerjaan yang
dapat  dihitung sebagai KD adalah
pengalaman yang sesuai dengan salah satu
sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan;
atau

b) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar,
pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung
sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai



30. Pembuktian
Kualifikasi

30.1.

30.2.

-43 -

dengan salah satu lingkup pekerjaan yang
disyaratkan.

d. Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat
Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan
dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk
Pekerjaan Konstruksi yang bersifat
Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan
bagi Kualifikasi Usaha Besar;

e. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak
berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;

f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta
perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);

<. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya

tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak
yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan,
tidak pailit, kegiatan wusahanya tidak sedang
dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas
nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani
sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus

Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan

mengambil cuti diluar tanggungan negara;

h. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu)
pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat)
tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah
maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;

i. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri
kurang dari 3 (tiga) tahun:

1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman,
dikecualikan dari ketentuan huruf h untuk
pengadaan dengan nilai paket sampai dengan
paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar
lima ratus juta rupiah);

2) Harus mempunyai 1 (satu)pengalaman pada
bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai
paket pekerjaan paling sedikit di atas
Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta
rupiah)  sampai dengan paling banyak
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

j. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP).

SKP =KP-P

KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan

ketentuan:

(1) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP)
ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan;
dan

(2) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket
(KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2
(satu koma dua) N.

P adalah jumlah paket yang sedang dikerjakan.

N adalah jumlah paket pekerjaan terbanyak yang

dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun

waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap peserta yang

memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan

kualifikasi.

Pokja pemilihan melaksanakan pembuktian kualifikasi

dengan ketentuan:

a. sckurang-kurangnya 3 (tiga) peserta dengan
penawaran terendah yang memenuhi persyaratan
penawaran dan persyaratan kualifikasi;

b. dalam hal terdapat peserta pada huruf a yang tidak
lulus  pembuktian  kualifikasi, maka  pokja
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mengundang penawar terendah berikuinya yang
memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan
kualifikasi sehingga mendapatkan 3 (tiga) peserta
yang lulus pembuktian (apabila ada);

c. Dalam hal peserta yang memenuhi persyaratan
penawaran dan persyaratan kualifikasi kurangdari 3
(tiga), maka Pokja mengundang semua peserta yang
memenuhi persyaratan penawaran dan persyaratan
kualifikasi.

Pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring atau

tatap muka.

Pokja Pemilihan menyampaikan undangan pembuktian

kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan

mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi.

Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah

menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta

pada saat pembuktian kualifikasi.

Pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan dengan

cara:

a. Calon pemenang mengirimkan foto dokumen asli
yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi
Pokja Pemilihan.

b. foto dokumen asli merupakan foto langsung dari
kamera/telepon genggam tanpa proses edit.

c. pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui
media video call dan didokumentasikan dalam format
video dan/atau foto.

d. Pokja Pemilihan mencocokan data pada Form Isian
Elektronik Data kualifikasi pada SPSE dengan foto
dokumen asli pada poin b dan dokumen asli yang
ditunjukan secara langsung saat pertemuan
pembuktian kualifikasi pada poin c.

Pembuktian kualifikasi dilakukan secara tatap muka

dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan

untuk kehadiran peserta dan penyiapan dokumen yang
akan dibuktikan.

Pembuktian kualifikasi secara tatap muka dilakukan

dengan cara mengundang dan mencocokan data pada

Form Isian Elektronik Data Kualifikasi pada SPSE dengan

dokumen asli dan meminta rekaman dokumennya.

Pokja Pemilihan memverifikasi data kualifikasi calon

pemenang melalui Aplikasi Sistem Informasi Kinerja

Penyedia (SIKaP).

Dalam pembuktian kualifikasi, Pokja Pemilihan tidak

perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila data

kualifikasi peserta dengan peringkat terbaik sudah
terverifikasi oleh 2 (dua) Pokja Pemilihan dalam Sistem

Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP).

Dalam hal data kualifikasi belum terdapat dalam SIKaP

maka calon pemenang dapat melengkapi data kualifikasi

pada SIKaP tersebut.

Apabila diperlukan Pokja Pemilihan melakukan

verifikasi dan/atau klarifikasi kepada penerbit dokumen

asli, kunjungan lapangan untuk memastikan kebenaran
lokasi (kantor, pabrik, gudang, dan/atau fasilitas
lainnya), tenaga kerja, dan/atau peralatan.

Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian
kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka
Pokja Pemilihan dapat memperpanjang waktu
pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.



31. Klarifikasi dan
Negosiasi
Teknis dan
Harga

30.14.

30.15.

30.16.

30.17.

30.18.

30.19.

30.20.

33.1.

33.2.

- 45 -

Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat
mengakses data kontak (misal akun email atau no
telepon), tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat
mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta,
maka risiko sepenuhnya ada pada peserta.

Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian

kualifikasi adalah:

a. Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/
perubahan atau pihak yang sah menurut akta
pendirian/ perubahan;

b. Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima
kuasanya tercantum dalam akta pendirian/
perubahan;

c. Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri
pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai
tenaga kerja tetap (yang dibuktikan dengan bukti
lapor/potong pajak PPh Pasal 21 Form 1721 atau
Form 1721-A1) dan memperoleh kuasa dari Direksi
yang namanya ada dalam akta pendirian/
perubahan atau pihak yang sah menurut akta
pendirian/ perusahaan;

d. Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen
otentik; atau

e. Pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama
Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.

Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi

kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian

kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan
dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah
dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta
salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas
elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen.

Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan

klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.

Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti

keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi

dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita

Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah

diselesaikan sebelumnya.

Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi

dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan

30.13 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian

kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur dan Jaminan

Penawaran (apabila disyaratkan) dicairkan ke Kas

Negara/Kas Daerah.

Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan

pemalsuan data, maka peserta digugurkan,dikenakan

sanksi Daftar Hitam, Jaminan Penawaran (apabila
disyaratkan) dicairkan ke Kas Negara/Kas Daerah.

Dalam hal tidak ada peserta yang lulus pembuktian

kualifikasi, maka tender dinyatakan gagal.

Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi

persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi,

dilakukan:

a. Kklarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;

b. pada saat acara klarifikasi, peserta menyampaikan
metode pelaksanaan dan analisa harga satuan/
rincian harga satuan keluaran.

Hal yang diklarifikasi adalah metode pelaksanaan

pekerjaan yang dapat mempengaruhi harga untuk

dilakukan negosiasi.



